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PERSEKONGKOLAN TENDER
DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

“Kajian Atas Kasus Persekongkolan Tender e-KTP”

Pengadaan barang/jasa pada perusahaan swasta atau instansi Pemerintah, bertujuan untuk mendapatkan
barang/jasa kualitas terbaik yang diperlukan dan biasanya selalu melalui proses tender. Tujuan utama dari
tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan transparan, adil dan sehat, sehingga
pemenang tender benar-benar ditentukan oleh penawaran yang terbaik. Kondisi sebaliknya bisa saja
terjadi apabila dalam proses tender terjadi persekongkolan.

Persekongkolan tender (bid rigging) mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yang merugikan pemberi
pekerjaan (owner), panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beretikad baik. Juga dilarang
sesuai Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 Tentang Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan/atau denda. Baru kemudian berubah
menjadi pidana korupsi, apabila tender dilakukan untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dan merugikan
keuangan negara. Persekongkolan tender adalah kasus dominan pada pelanggaran hukum persaingan usaha.

Persekongkolan tender e-KTP yang terjadi tahun 2011-2012 di Kemendagri, pada awalnya diperiksa Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diputuskan telah terjadi persekongkolan tender dengan sanksi
denda bagi pelakunya. Namun sayang saat pemeriksaan tingkat pertama di KPPU, pembuktiannya sangat
lemah. Sehingga terlapor yaitu para pelakunya, mengajukan keberatan ke PN Jakarta Pusat dan putusan
KPPU dibatalkan. Kemudian pada saat KPPU mengajukan kasasi di MA tidak juga dikabulkan. Akhimya
kasus tersebut lolos, seolah tidak ada hukum yang dilanggar oleh para pelakunya. Namun 2 tahun kemudian,
setelah kerugian negara dihitung, barulah diketahui merupakan mega skandal korupsi dan pelakunya diadili
secara pidana. Oleh sebab itu pembuktian yang sah secara hukum pada kasus persekongkolan tender,
menjadi kunci akurasi pemberian sanksi hukum, karena di Indonesia menganut rufe of reason, bahwa
persekongkolan tender benar terjadi apabila dapat dibuktikan sah secara hukum. Bagaimana pembuktian
yang sah secara hukum, diuraikan lengkap melalui buku ini, yang penulisannya berdasarkan kajian atas
persekongkolan tender e-KTP. Kelemahan pembuktian yang terjadi agar menjadi perhatian kita bersama.
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QUOTE

Teori Pembuktian Obyektif Murni:
Hakim sangat terikat pada alat bukti dan dasar pembuktian yang
telah ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan hakim yang
berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun, tidak
boleh ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Teori Pembuktian Subyektif Murni:
Prinsip pembuktian berdasarkan kepada penilaian hakim atas dasar
keyakinan menurut perasaannya semata dan tidak berdasarkan
kepada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan
kebebasan mutlak kepada hakim untuk mengambil keputusan.

Teori Pembuktian Yang Bebas:
Prinsip pembuktian berdasar keyakinan hakim secara bebas tanpa
dibatasi oleh wundang-undang, akan tetapi hakim wajib
mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut
memperoleh atau mendapatkan keyakinan atas putusannya.

Pembuktian Menurut KUHP:

Berlaku prinsip pembuktian yang menganut sistem menurut yang
diatur dalam undang-undang, yaitu sesuai yang tersebut dalam
pasal 183, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”.
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PRAKATA DARI PENULIS

Ucapan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat
Allah SWT, karena atas bimbingan dan ridho-Nya penyusunan
buku ini dapat diselesaikan, sehingga sekarang ini penulis dapat
menghadirkan buku ini dihadapan para pembaca. Permasalahan
yang dikupas tuntas dalam buku ini terkait hukum persaingan
usaha, dengan pembahasannya difokuskan pada pembuktian
terjadinya persekongkolan tender yang tidak sehat dan oleh sebab
itu buku ini diberi judul "Pembuktian Persekongkolan Tender
Dalam Hukum Persaingan Usaha: Kajian Atas Kasus
Persekongkolan Tender e-KTP”. Permasalahan ini sangat menarik,
karena kasus persaingan usaha tidak sehat terus saja terjadi dan
semakin meningkat, yang didominasi persekongkolan tender,
terutama persekongkolan tender pengadaan barang/jasa
Pemerintah. Disisi lain persekongkolan tender dapat saja terjadi di
badan hukum swasta, BUMN/BUMD atau apabila persekongkolan
tender terjadi dalam tender pengadaan barang/jasa Pemerintah
yang merugikan keuangan negara, maka disebut juga telah terjadi
skandal atau kasus pidana korupsi.

Pembahasan dalam buku ini tentu detail dan lugas, yang
menggambarkan bagaimana pembuktian yang tidak mudah
terhadap terjadinya persekongkolan tender. Bahkan pernah terjadi
bahwa hasil pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) terbukti telah dinyatakan terjadi persekongkolan tender
dan diberi sanksi hukum. Namun kemudian banding dan ditingkat
pengadilan yang lebih tinggi sampai dengan kasusnya berkekuatan
hukum tetap (inkracht), putusan tersebut dibatalkan karena
dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga pelakunya bebas dari
sanksi hukum, contohnya pada persekongkolan tender kasus e-KTP
yang merupakan kasus pengadaan barang/jasa Pemerintah di
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Apabila 2 (dua)
tahun kemudian tidak ada hasil penyidikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), kasus pengadaan e-KTP tahun 2011 dan 2012 akan
menguap begitu saja tanpa sanksi hukum. Padahal faktanya, kasus
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ini tidak hanya melanggar hukum persaingan usaha, namun juga
telah terjadi mega skandal korupsi, yang merugikan masyarakat.

Pembahasan pada buku ini tentu sangat menarik, yang
menggambarkan bagaimana seriusnya permasalahan
persekongkolan tender dan pelakunya harus diberikan sanksi tegas,
agar iklim persaingan usaha di Indonesia sehat dan pelaku usaha
memperoleh kepastian hukum yang kuat dalam menjalankan
usahanya. Diharapkan juga pada pembahasannya akan dapat
memberikan pencerahan bagi pembaca dan juga memberikan policy
option bagi Pemerintah dalam memberantas persekongkolan tender.
Selesainya penulisan buku ini, penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis
mengharapkan penyempurnaan buku ini melalui kritik dan saran
dari para pembaca, baik disampaikan secara langsung atau melalui
kontak email yang dicantumkan pada halaman cover belakang
buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan semua
pihak, khususnya para pemerhati hukum persaingan usaha,
persekongkolan tender, dan masyarakat anti korupsi. Semoga Allah
SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan semoga juga buku ini membawa manfaat bagi pembaca
dan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum
persaingan usaha di Indonesia pada khususnya, serta menjadi
amalan ilmu yang bermanfaat. Amin.

Jakarta, Maret 2023
Penulis,
Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, S.H., M.Si., M.H.



PRAKATA DARI PENERBIT

Puji syukur penerbit panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja sama tim yang
baik, buku dengan judul "Pembuktian Persekongkolan Tender
Dalam Hukum Persaingan Usaha: Kajian Atas Kasus
Persekongkolan Tender e-KTP” dapat terwujud.

Persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi, namun
harus dilakukan secara sehat. Dimana hal tersebut telah diatur
dalam Hukum Persaingan Usaha untuk menghindari persaingan
usaha yang tidak sehat. Namun kenyataannya ada banyak
persaingan usaha yang tidak sesuai dengan hukum yang telah
dibuat. Salah satunya terjadi persekongkolan.

Persekongkolan menjadi bagian yang perlu diungkap untuk
mewujudkan persaingan usaha yang lebih baik dan pelakunya
dapat diberikan sanki yang sesuai. Pengungkapan salah satu kasus
dijabarkan dalam buku ini. Kajian yang dilakukan atas kasus
persekongkolan tender e-KTP dibahas lengkap disini.

Diawali dengan pembahasan persekongkolan tender dalam
Hukum Persaingan Usaha. Kemudian Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah
Agung terkait kasus ini. Hingga mengerucut pada kasus
persekongkolan tender e-KTP dengan berberapa analisis dari
penulis.

Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan
membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.
Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.

Purbalingga, Maret 2023
Penerbit
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KATA PENGANTAR

Persekongkolan tender menjadi salah satu tindakan yang
dilarang dalam hukum persaingan terutama terkait dengan isu
pengadaan barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian
negara. Buku ini menjadi salah satu petunjuk tentang akibat
persekongkolan yang berujung korupsi dalam kasus pengadaan
e-KTP. Tulisan ini menjelaskan tentang proses pemeriksaan
pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berujung pada
pembebanan sanksi bagi pihak-pihak terkait. Namun demikian,
dalam proses keberatan dinilai oleh pengadilan tidak memenuhi
persyaratan pembuktian, sehingga para pelaku dinyatakan tidak
melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dua tahun
kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil
menguak skandal korupsi dalam pengadaan e-KTP yang dinilai
merugikan negara yang melibatkan beberapa pejabat negara yang
bersekongkol dengan beberapa pelaku usaha terkait.

Buku ini menjadi semakin menarik untuk dibaca karena
pertama, penulis merupakan seorang birokrat yang sudah berkarya
selama tiga puluh tiga (33) tahun yang diantaranya pernah
menangani pengadaan barang dan/atau jasa, sehingga memahami
benar adanya kerawanan penyimpangan di sektor pengadaan
barang/jasa Pemerintah. Penulis memadukan analisisnya dengan
pendalaman hukum persaingan usaha khususnya tentang dampak
persekongkolan tender yang menyebabkan kerugian, tidak hanya
bagi pesaing dan konsumen, namun juga menjadi pemicu tindak
pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Kedua,
persekongkolan tender sampai saat ini menjadi perkara paling
dominan yang ditangani oleh KPPU, namun dalam mengungkap
adanya tindakan tersebut jarang ditemukan bukti langsung,
sehingga perlu tindakan ekstra untuk mengungkap kasus tersebut.
Ketiga, pandangan penulis yang menyatakan bahwa penanganan
persekongkolan tender seharusnya menggunakan pendekatan per
se illegal, mengingat pendekatan rule of reason memerlukan proses

vii



pembuktian yang lebih kompleks karena KPPU harus menilai
adanya dampak kerugian nyata bagi pesaing dan/atau konsumen.

Terima kasih kepada penulis yang bersedia meluangkan
waktu dan tenaganya dalam upaya meningkatkan pemahaman
persekongkolan tender yang berpotensi merugikan negara. Semoga
buku ini memberikan manfaat berupa pendalaman dan sekaligus
menimbulkan dampak perubahan ke depan dalam membuktikan
persekongkolan tender secara lebih efektif, sehingga terwujud
peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Jakarta, Maret 2023

Dr. Anna Maria Tri Anggraeni, S.H., M.H.

Dosen Hukum Persaingan Usaha, Fakultas Hukum,
Universitas Trisakti, Jakarta
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BAB
PENDAHULUAN

Persekongkolan tender merupakan bentuk kerjasama tidak
sehat dalam bisnis, dilarang secara hukum, namun sering dianggap
sesuatu hal yang lumrah atau biasa terjadi dan harus dimaklumi.
Miris memang, namun inilah fakta yang terjadi.! Tidak hanya
terjadi pada proses tender di badan hukum swasta, namun sering
terjadi juga di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), bahkan pada proses tender pada
pengadaan barang/jasa Pemerintah, dengan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).2

Adanya aturan dan lembaga pengawas, yaitu Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), dan juga
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ternyata belum
menjamin terlaksananya persaingan usaha yang sehat, ketika
penegakan hukumnya tidak efektif. Persekongkolan tender tidak
hanya melanggar hukum sebagaimana UU No. 5/1999, namun
apabila tender tersebut merupakan pengadaan barang/jasa
Pemerintah, adalah ancaman serius yang merusak kinerja dan
wibawa birokrasi di Pemerintah.? Hal ini bukan hanya mengancam
bisnis menjadi bersaing dengan tidak sehat, namun akan

”Mafia Kuasai Persekongkolan Tender” (On-line), tersedia di: https:/ /www.kppu.
go.id/id/blog/2016/12/mafia-kuasai-persekongkolan-tender/, (8 April 2020,
16.50).

2Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, “Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam
Tender Berdasarkan UU No. 5/1999”, Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 2, July
2020:178-190. h. 180.

3Alya Anindita Maheswari, “Batasan, Wewenang & Keterlibatan KPPU Dalam Kasus
Persekongkolan Tender”, Jurnal Jurist-Diction Vol. 3, No. 5, September 2020. h. 1583.
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BAB
PERSEKONGKOLAN

TENDER DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha

Perkembangan sistem hukum di Indonesia, bahwa
hukum persaingan usaha (competition law) merupakan
pengembangan dari hukum ekonomi (economic law), yang
memiliki karakteristik tersendiri. Sebagaimana diketahui
bahwa salah satu karakteristik dari hukum ekonomi bersifat
fungsional dengan meniadakan pembedaan antara hukum
publik dan hukum privat yang selama ini dikenal.?> Apabila
memahami hukum persaingan usaha, selain memahami ilmu
hukum juga harus memahami ilmu ekonomi, terutama
ekonomi industri.?

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
pada bagian “menimbang” disebutkan bahwa:

“Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan
kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki
adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga
negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi
dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim
usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya

ZRachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia (Cetakan Pertama)
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1.

2Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012), h.205.



BAB

PUTUSAN KPPU, PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT DAN
MAHKAMAH AGUNG

A. Deskripsi Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012

1. Obyek dan Kronologi Kasus
a. Objek Perkara a quo

Objek perkara pada kasus ini adalah tender atau
Pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK
Nasional (KTP Elektronik atau e-KTP) Tahun 2011-2012.
Tender tersebut menggunakan APBN DIPA Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam
Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Tahun Anggaran
2011 dan 2012. Nilai tender sebesar Rp. 5.951.886.009.000,-
(Lima Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Miliar
Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ribu
Rupiah). Nilai tender tersebut merupakan nilai Harga
Perkiraan Sendiri (HPS), yang semula dari Pagu
Anggaran awal sebesar Rp. 5.952.083.009.000,- (Lima
Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan
Puluh Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah).?

. Kronologis Kasus

Terkait perkara a quo, kronologis kasus sebagai
berikut:

1) Diawali laporan yang masuk ke Sekretariat Komisi
(KPPU) berupa dugaan pelanggaran UU No. 5/1999
terkait pengadaan e-KTP. Setelah diklarifikasi, jelas
merupakan kompetensi absolut KPPU dan kemudian
dilakukan penyidikan dan terdapat bukti awal dugaan

9Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012, tanggal 13 November 2012.
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BAB
PERSEKONGKOLAN

TENDER E-KTP

A. Analisis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012

1. Terjadinya Persekongkolan Tender

Persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua
pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan
tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang
persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara
adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk
memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sejalan
pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam
tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU
No. 5/999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih
dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara
terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan
penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, atau
menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau
memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif, atau
tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender
tertentu. 148

Persekongkolan tender pada dasarnya terjadi melalui
kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian, baik tertulis
maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini misalnya
manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (collusive tender)
yang biasa terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha,

148Peraturan KPPU No. 2/2010, Lampiran, BABIV, h. 7.
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BAB
PENUTUP

Pembahasan yang detail pada bab sebelumnya, yang telah
diuraikan berdasar pada pokok permasalahan sebagaimana telah
disebutkan di Bab Pendahuluan dalam buku ini, juga berdasar
keseluruhan sunstansi analisis yang telah diuraikan, kemudian
dapat di highlight sebagai penutup dalam buku ini, sebagai berikut:
A. Berdasar Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2012 tentang perkara

persekongkolan tender e-KTP, bahwa:
1. Telah ditetapkan terjadi persekongkolan horizontal dan

vertikal, dengan unsur-unsurnya terpenuhi sesuai Pasal 22

UU No. 5/1999, dengan pelaku usaha yang terlibat adalah

Terlapor II (Konsorsium PNRI) dan Terlapor III (Konsorsium

Astragraphia), dan pihak lain yang terlibat adalah Terlapor I

(Panitia Tender). Bahwa persekongkolan horizontal adalah

persekongkolan yang dilakukan antara pelaku usaha dengan

sesama pelaku usaha pesaingnya, dalam kasus ini adalah
antara Terlapor II dan Terlapor IIL Sedangkan
persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara
panitia tender atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha
sebagai peserta tender, dalam kasus ini antara Terlapor I dan

Terlapor II. Kemudian unsur-unsur persekongkolan tender

meliputi: (1) unsur pelaku usaha; (2) unsur bersekongkol; (3)

unsur pihak lain; (4) unsur mengatur dan atau menentukan

pemenang tender; (5) unsur persaingan usaha tidak sehat,
keseluruhan unsur tersebut sesuai putusan KPPU ini telah
terpenuhi. Pada dasarnya persekongkolan dalam tender
bertentangan dengan tujuan tender yang sebenarnya, yaitu
untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan
adanya persekongkolan tender, menyebabkan persaingan itu
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